BAB II
LZMBAGA SANDERA DI INDONESIA

A. Pengertian dan Sejarah Iembaga Sandera

1., Pengerticsn Lembaga Sandera

" Di delan menmberikan pengertian terhadap
"lembaga sandera', pzda pembahaszn Skripsi ini a-
kan dikemukakan dua macam pengertian, nosing-mo=
sing (1) pengertian menurut bahasa (etimologi); dan
(2) pengertion menurut istilah para ahli (termino-

logi).
a. Penmertian meonurut bahasa

"Iembaga Sandera", terdiri dari dua suku
kata yaitu "lemboga" dan "sandera'e "Iembqga".
berarti "bentuk (rupa, wujud)® (WIS Poerwadar—
ninta, 1982: 582)3 scdangkan “"sandera, yaitu
orang yang tertawan untuk tanggungan (Jjarinan)s
orang yang tergadai (bekerja di tempat orang
untuk tanzgungan hutang) (WIS Poerwadarminta
1082:865).

Beranjak dari pengertian di ataag, maka
yang dimoksud dengan "Iembaga Sandera" pada tu-
lissn ini, tidak lain dari pada pengertian "pe-
nyanderaan" scbagai terjemahan dari “gijzeling"

yang dipekoi dalam Hukum Acarc Perdata kita,
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b. Pengertian menurut istilah

Para Sarjana Hukum dzlam memberikan batas-
an tentang "penyanderaan" (lembaga sandera) ber
beda-beda. Hamuny, perbedaan nereka adalah dalanm
mzlengkapi batasan itu sendiri. Untuk Jelasnya
akan dicoba mcngcmukakan bebzerapa pendapat ten—

tanz pengertian penyanderazne
13 4 J

1), frof., Dr. Sudikno Mertokuswro, SH mcmberi-—
kan pengertian tentang penyanderacn.adalahs
llemasukkan orang yang telah dihukum
olceh pengadilan untuk membayar sejumlah
ucng, toetepi tidak Juga memenuhi putusan
tersebut dan tidak pula mempunyai barang
tararny yerg dapat disita, ke dalam en-

jara (Sudikno Mertolusumo, 1983: 212).
2). Dr. Ro Virjono Prodjodikoro, SH mengartikan
penyanderacns
Kalau semua barang-barang ~terhukum
sudah terjual lelang tapi pendapatnya ti
dalk cukup untuk memcnuhi bunyi putusan,
atau kalau terhukum sama sekali tidak
punya borang yang dapat dibeslah dan di-
lelang, maoka terhukum dapat dimasukkan

penjara untuk waktu yang terbatas ( Wir-
Jono Prodjodikoro, 1978: 133),

Dari batasan-batasan tersebut di atas, dapatlah
disarikan bahwa pangertian penyanderaan adalah: "Memasuk
kan si-terhukum ke—dalam penjara untuk waktu yang terba—
tas atas permohonan pihak yang menang, karena tidak adsa
atau tidak cukup barang-barang kepunyaan si-terhukum un-
tuk menjamin pelaksanaacn suatu putusan yang pada umumnya

berupa pcmﬁayaran scJumlah uang®.
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Dengan demikian, maka penyanderaan (gijzeling )
sebagal sanksi perdata berbeda dengan hukuman penjara
atau kurungan. Perbedaan tersebut esntara lain: (1) San
dera hanyalzh "alat" bzlaka untuk memsksa pihak  yang
kalah dalam perkera untuk memenuhi putusan hakin yang
pada umumnya berupa pembayoran sejumlah uang, sedang-
kan penjors/kuruncar bertujuan untuk mencegah peng-
ulangan rerbuatan baik preventif maupun represif; (2)
perintah sandera hanya dapat diberikan bila ada  per—
mohonan dari pihak yang menang (cksekutan), sedang pe-
rintah penjara/lturungan dapat diberiken tanpa ada per—
mohonan dari pihnl yans dirugikan (korban); (3) biaya
hidup penyanderaan ditangguhkan pada si-pemohong biaya
hidup selamz berlangsungnya pemenjaraan ditanggung o-

lch Regara; (4) variasi hukuman bagi penyanderaan ber-
an dapat lebih dari tiga tahune.

2. SeJarah Ienmbega Sandera

ol N A

NS s -
Ilembicarakan sejarah dan perkembangan Ie

baga Sandera di Indonesia, tentunya tidak terlepas
dari pembicaraan tentang asal-usul Iembaga ini dan

pasang surut berlakunya di tanah air kita.

Oleh karenanya, maka pembahasan ini - -lebih
lanjut okan dibagi menjadi dua pokok pembahasan (1)
acal-usul ILcobaga Sandera; kemudian disusul (2) per

kembangannya di Indonesia,



a. Asal-usul Iemboga Sandera ‘ /5

Sebenarnya pznyanderaan adalah versi hukum
kaitsnnya upaya pelunasan hutang yang dianut o-
1~h Herziene Indonisisch Reglerment (HIR) dan
Rechtsreglement Buitenzewesten (R.Bg), sebagai
prninTzalan Koelonial Belanda dahulu. Reglenmen
pertama berlaku untuk daerah Jawa~Madura Staats
blad 1848 N, 163 staatsblad 1941 H. 44, sedang-
kan Reglemen kadua berlaku untuk daerah- daerah
di luar Jawa-Madura (stantsblad 1927 N. 227),

(Swiikno MHertokusumo, 1983: 7).

iieskipun terdapat perbedaan reglemen bagi
kedua macan daserash hukum tersebub, namun tidzk
terdapat perbedzan yang mendasar di antara ke-
duanya. Katua Prof. R. Subckti SHy (dalam karya
beliau "Hukum Acara Perdata”}: "R.Bz dalam ga ~
ric besarnya adalah szma dengan HIRy perbedasn
hanyalah di sana sini berhubung dengan kecadaan
khusus di dasrah luar Jawa-Madura” (Siibokti,

1982: viii)o

Denzen demikian, kiranya mudah dimengerti
bahwa membicarakan riwayat lahirnya Iembaga San
dera tidak lain dari pada membicarskan HIR dan
R.Bz, pun pula bila membicaralan riwayat lahib-
nye HIR terutama kaitannyz dengan Icmbega  San—

dera tidak ubahnya dengan membicarskan riwayat
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lahirnya R.Bz. Untuk itu, berkenaan dengan pen~
bahasan ini hanya akan mengzstengahkan riwoyat la

hirnys HIR.

Pada zaman pemerintahan Hipdia Belanda da-
hulu, dikenal bermacam~macam hak - hukum — hakim,
menurut perbedaan bangsa (ras) dan golongan

klas). Perbedaan ini secara garis besar  dapat
dikelompokkan kepada (1) bangsa Sropa dan bangsa
lain yang dipersamakan dengan mercka, scperti @

Jepang dan Anirika; (2) bangsa Indonesiz dan Ti-

E|

wur Asing seperti Arab, India dan sebagainya,.

| Hul-un Acara yang berlaku bagi bangsa Indone
sia adalch Herziene Indonisisch Reglement (HIR).
Rama semula dari Herziene Indonisisch Reglement
tersebut adalah "Inlandseh Reglement" (Subekti,

1882: 1),

Sebslum diberlakukannya IR atau HIR terse-
but, tepatnya dari tahun 1819 sampai dengan 1848
hukunm yang berlaku bagi bangsa Indonesia hanya
ada "sepuluh staatsblad® yang memuat tentang Aca
ra Peidata (Supomo, 1980: 7). Barangkszli karena
dilater belakangi keterbatasan Hukum Acara Pore
data yang berlaku bagi bangsa Indonesia  inilah
sehingga secara illegal (tidak sezestinya menue
rur Undang-undang) pada kota-kotz basar di Jawa-

Hadura sering digunakan beraturan-peraturan yang



berlaku bagi orang~orang Eropahs

Untuk mengakhiri praktek illegal ini, maka
poda tangzal 5 Desember 1846 Gubernur Jendral
Rechussen memberikan surat tugas kepada presiden
Hoogeerechshof (badan pengadilan tertinggi di za
non Yolonial Bolende) lir. Wichers untuk maran-
cang Huiium Acora Pidana Pexda bagi bangsa  In—

+ .
~ ~y T
Q023213

Talan tempo yang relatif singkat (tidak cv—
kup sctahun) Mre ¥Wichers dapat morampunsien  tu-
gospyne Hnsil rancangan HMr, Wichers tersebub di-
beri n~wma "Inl-endsch Reglement” (IR), mulai ber-
1-ku 11 ITndon~sia tonogal O1 lei 1848 dengan

stantsblad 1348 Ne 16.

IR. pornah mongalami perubzhan pada tehun
1¢41 molalui staatsblad 1G41 W, 44, Dengan per—
ubzhrn ini namn IR berubzh menjadi HIR (RIB/RID)

Begitu pula halnya, dengan berlakunya Un-
dang-undang No. 8/1981, yaitu Undang-undang Ten—
tans Hukum Acara Pidunae. Hemun denikian perubah-
an ini tidak begitu membawa arii bagi Hukum Aca-
ra Perdata, nengingat perubah::: tersebut hanya

sepanjang mengenai Hukum Acara : ‘dana,

Demikianlah riwayat ringkas -~hirnya HIR di

Indonesian, Hingza saat ipi masih ¢ terimz dalam

o)



arena hukum kita, melalui pasal IT Aturan Per -
2lihan UUD 1945 den Undang-undang Ne 1 Drt. to-
hun 1951 (Iembaran Negara tahun 1951, H. 9; Tam

behan Iembaran Negara No 81).

Ferkembansan Iembaga Sandera di Indonesia

Petelah kita membicrreokan tentang rivayat

=t
.

oy
e

rnva Tembagn Sandera melalui penhahasan te

=1

anr rivayat lahirnya IR/HIRy sampailah kita p

o}

t

da porcbchasan mengenai "perkembangannya® di ta=-
nch air tita. Yan dimsksud dengan perkembangan
Ie:ibog e Sandzra di sini adalash "pasang surut

borleosunya” iszlam lasrangka hukum nasional kkitae.

Becara ringkas perkembangan ini terbagi
menjedi "dua” periode: (1) periode dimungkinkan
penyanderaan; dan (2) periode tidak dinungkin-

kan penyanderasne

Periode pertama, dimulai s2jak diberlaku-
kannya IR/HIR di Indonesia, yaitu scjak tanggal
1 Mei 1848, sampai dengan dilemechkannya pasal-
pasal tentang penyanderasn oi-h Mahkamah Agung
RI, dengan SSMA Ho 2/1964 teriturggal 22 Januari
1068, . R

Sedang periode ke~dus, dimul: i sejak di-
Izeluarkannya 3EMA Ne 2/1%64 yangz  ¢a pernah di
pérkuat dengan SEMA No 4/1975, sar i dengan
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saat ini.

Sekarans Lenbopa ini seskan mendapat  angin
1ngpi, sobob lahkomsh Azung meski masih  terbatas
pxin niubang egare pada prinsipnya n2nye tujui

ionbogme Sapdera diterapkan (Sureboye Post, 1984

Be Dasar Hukun Pansravan Tenmbama Sandera

Iznbogn Sandera di Indonesia telah dintur da-
lam beberapa ketentuan, antara lain: (1) Herziene In-
donigisch Reglzmont (MIR), dari pasal 209 sampai  pa-
sal 2243 dan (2) Rechtsreslement Buitengewesten (R.Bg)

-~

dari pasal 242 sampai 258,

Oleh Xorrena antsra kodua Reglemen tersebut ,
hampir tidelr ada porbadoon, terutsna yang nencatur
Iembage Sondera, maka pembahasan inpi hanya menge tengah
kan ketentusn-ketentuan tentang Iembagea Sandera yang

diztur di dalsm HIR.

l. rerintah penyanderaan hanya dapat diberiksan apa-
bila éda permohonan dari pihak eksekutan, karena
tidak adn atou tidak cukup barang~barang untuk men
Jalontan peleksanaan putusane. Sedangk: u lumanyg

penyandcrron harus dicantumkan delem s~ v - nerinta.
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Dasar hukumnya adalah pasal 209 yang berbunyi:

(1) Jika %idak ada atau tidak cukup barang
untvlr memastilkan penjalanan putusan, mska ketua
pongadilan negori atas pormintann yang menang
dengan lisan ctau dengan surat mzmberi perintah
d2rnpan surat naoda orang yang berkuasa untuk nen
Jalankan surat sita, supaya orang yanr berhu -
tong itu disanderakan (Cismijzel)s. (2)  Lamanya
orang berhutang dapat disanderzkan menurut pa-
sl borikuty herus dissbut d2lcm surat perintah
itu (7 Karjadi, 1979: 56).

Lominya ponyonderazn sekitar enam bulan sampai ti-
g~ tahune !lencnturesn lamanya penyandercan harus
dibandinglian dengan jumlah uang yong harus dibayem

yaitu: cmam bulan untuk putussn sampai dengen se-

H

otus rurpi~h - 33t-hun untulr seratus sampci dengan
tirn ratus runiah - dua tazhun untuk tiga ratus sam
pai lima ratus rupiah - dan tiga tahun untuk  pu-
tusar mentoyar lima ratus ke-atase. Sedangkan biaya
2t terozsuk dalam perhitunsan di atase
Dasar hultun, pas2l 210 HIR:s

(1) Tonyandersan itwe diporcintahkan untuk e-
nam bulan lamanysa, karena hukuman membayar sam—
pai seratus rupiazk untuk sotzhun lamanysg karena
hukuman membayar 1lebih dari seratus sampai tigs
ratus rupiah sampai lims ratus rupichg untuk
tiga tchun lamanya, karena hukumon membayar le-
bih dari lima rotus rupich.
(2) Biaya perkara yang ikut ditanggungnya tidak

teormaculr nala welktu menmhibtun~ yang tersebut di
atas ini (Mo Karjadi, 1979: t7).

Penyanderaan tidsk boleh dilakukan t:rhadap anak
dan turunan keluarganya sedarah dan tidiak pula di-
bolehkan‘terhadap keluarganya dalam h: “ungan s5C-

moenda dalaa eturunan yang ke atase D v hukung



pasal 211:.

Pecnyanderaon sekali-keli tidok dapat diizin
wlz analz don keturunan keluarganya sedarah

—

TOrIt 3¢
-

s

clunrpany: semcnda dolsm keturunen yang ke

dan !
le Karjadi, 1979: 57) .

-
-
atas (

wiea

4, Penyanderann tidak boleh dilakukan di rumah ibadah

S5 Forlcucnan

6o

ang s=dan, digunakan kebsktian/ibadah dan di tem-

—termnat kuasa unum bersidang. Dasar hukum pasal

Urang yang verhutang itu tidak dapat disan~

deras

10, Di dalanm rumah yany diporgunalan untuk  ne-
lakukan agama sclama ada kebaktiang

20, pada tempat-tzipat, dinana huasa unurn  bor-
sidarg, celums ade (Me Kardadi, 1279: 57).

sscu verset oleh si-terhukum honyo rung

kin bila zda songkenn penyanderaan itu bertentang-

an dongan Undanp—-undang. Dasar hukum pasal 2153

(1) Jika orangz yang berhutang itu nenajukan
perlawcnan terhadcp penjalanan penyanderaazn ity
berdasarken pernyatnan bahwa perbuatan itu me-
lawan hukum dan atas itu ie memintz  keputusas
denzan segera, maka ia harus menmasukkan surat
pada ketua pengadilan negeri yang memerintahkon
penyanieraan actau Jika orang itu menzhendaki
supaya ia @ibawa menghadap pegaval yang di do-
l12am kedua hal itu akan memutuskan dengaon segera
patut atsu tidaknya orany yang berhutong itu
dissnderakan dahulu menunggu keputusan pengadil
an nogerie
(2) Ayat yang ke-empat, ke-enom dan ke-tujuh da
ri pasal 218 berlaku dalam h2al itu.

(3) Jika orang yang berhutans memasukkan  per-
awanan dzngan surat, malka ia dopatleh dijaga,
supaya Jangan melarikan diri, sementara menung-
gu lkeputusan ketua (Mo Karjsdi, 1879: 57).

Bil:s detitur tidak melawsn stavpun perlawvonannya

g



ditolak wmrka vanitera atzu Jjuru sita nenyerazhkan-
kepodn potvrcg rumch tahanone Lasar hukum pase
214

Ore-ng yune berhutong yang tidak nemajukan
varlavenan ctau yang ditolak jolchall Raligal of annya o
denzen segera harus dibawva ke dalanm penjara
toupet ponynndarznn (e Xarjadi, 1979: 57).

Ty S e e m e S yaes . ~ 3 . - )
/e Coniowe coaninrs harus msxbeoritohukon s=ecorn mesnois

() -~

parihs] ponyanderaon kepada neniter:s penzadilan

nz2geri, Dasar hukum pas=2l 215:

Penjusz: poenjera harus rmorberitahukan hal
ponyanderann di dalan vaktu dua puluh enpat Jan

pada puniters pongadilan negeri (HeKarjadi, 197S:

53).

8e Bizys mconyandernan dipertangguhkan kepada si—pémo-
hon (eksckutan). Biaya itu harus dibayar untuk ti-
ga puluh hari berikutnyz. Dan apabila si- pemohon
menghentikan poenbayuran biaya (karena tidak punya
atau tidol bersediz memenuhi kewajibannya) si—debi
tur depat dilepaskan dari penyanderaan. Dasar hu-
kum pasal 216:

(1) Sepgala biaya pewcliharaan orang yang di
sanderakan itu dipertangguhkan pada pihak  yang
mendapat izin akan menyandera?an ituy dan akan
dibayarnya lebih dahulu kepada penjasma penjara,
tiap—-tiap kali untuk tiga puluh hari  lamanya,
menurut aturan yang telah ~1a untuk hal ity,
ateu yang akan diadakan olei:r Menteri Kehakiman.
(2) Jika penagihan hutang itu tidak memcnuhi ke
vajiban ini sebelum hari yang :atiga puluh saty

nmaoka atas permintaan orang y(h~ berhutgnr ataou
ats parmwntaqn penjaga panj iy ketua pengadil
an negoeri dengan oogera membe: L perinta h supaya
orang yanz barhutang itu dils: :skan dar pe-
nyanderaan,

(%) Hal melakukan perintah m: »pasksn itu, da-

20



lanm hal ini dalan tiap-tiap hal yang lain ,
Jang harus dibzri tahukan oleh penjaga penjara
dalam vaktu dua puluh empot Jjan kepada pani-
tera penzadilan negeri (M. Karjadi, 1979: 58),

9+ Debitur d-pat dilepaslk-on scketika, karenas (1)izin
kriditur (orung yong menyuruh); dan (2) pembayaran
unn yoax: harus dibayar (densan bungenya),  pemba-
yazrn binye perkora, bicya peryanderacn  (yang te-
lagh dibeycr Jebih dzhuiu oleh kriditur). Dazar hu-

loun, nazal 217

coorg gong bernubtongkon itu yung  dicandera

menurut hukur, mondapat kelepasan yang tak da-

Dol Jivhahs

10, k~rena izin dari yang mensgih uang, yang
senyural nonyanderakan, izin mana selain
deri pods dengan surat yang sahy jusa dapat
dibzrixan drngan lisan kepadsa panitera pe-
nrcdilzan pecori yong vajib mencatat kete~
rengan dalere daftar, yong discbut pada pa~
ool 2223

20, karena pembaysran atau disimpapkan dengen
snoh pada kantor panitera pengadilan . negeri
ucng yang harvs dibayar kepada orans yang
nenjalankan paksaan badan itu serta dengan
Lunganyi, binya perkcrs yans telah disele-
sailkan, belanja penyanderanan dan bzlanja pe
relihoroan yang telash diboyar lebih  dahvlu
(11e Karjadi, 1979: 58).

~

10, Perlswanan danot juga diberikan pada debitur apa-
bila penyanderaan itu melanggar pasal 211 dan 212
atau bzrlawanan dengan hﬁkum, Perlavanan ini dapat
digjukan dengan lisan atau tulisan. Dan banling da
lam hal ini dapat juga dimohonkan. Dasur  hukum
pacal 113:

. (1) Orang yang berhutang, yang tidak mema —

Juken perlowanon menurut cara yang diatur dalam
pasal 213 tidal: hilang haknya dis=bablzan itu



untuk meminta kepada pengadilan negeri supaya
dlbatalkun pengurungannya, Jjika ia memberia ke
terangan bahwa penyanderzan atas dirinya  itu
berlovvanon dengan aburan-a cn dari paosal 211
2tau 212 atau kiorena s2bab 1z2in berlawanan de-
nzan hulan,

(2) Iz harus momasukkan surat paraiataan kepa—
da etun ponesdilan nsgeri dengen  perantaoran
nﬂngvou penjara, untuk mencapai maksud itue
(%) Jika orang yong berhutans it tidak pandail
menulis maxa kepadanya diberi kes empatan, un-
tws mownjulinn kebsrotonnys dengon lisan kepada
Iubun, yani ncubuat catatan atau menyuruh men-
cotat perihal itu.

(%) Porkara itu dikemukakan oleh ketua  dalsm
pﬂrslaun an p“nﬁuu.lan nercri yFong nerbamajang
Aren dnbang, dan dlputuskanny sebagainzna me-
nurut pendepatnya doan menurut Dﬁtu*nvu, Jikn
perluy s.osudan msmerlKs: orang—orang yons ber—
hutane itu dan penacih ubans, yang mendapat i-
LLN DGy altvl1‘:Ly“m1n1‘l:arz:itu.

(53 neni“:un pula a:laxuh_n, J_Aa orang yang
brrnubang itu monyangka bohwa isz dopat momberd
on sebal youne egh a%an melepaskan dirinya do-

ri ponyanderacn, kecuali sobab yangs terscobut
podc nosnl 215 yans diputusken oleh ketua sen—
diri,
(5) D=Xow segeles hel ini meoke keputusan  peng-
adilan negerl dqut diba ndlngggtgtapl dalan
reda itw kepubusaon Stu dopet Juga dijalankan
1{;‘011 calul Uo
(7) Atuvon p:de pesal 197 sampai dencen ©oss
13 valuxu delon hal meminta banding itu (M.
Karjadi, 195<: B9),

11. Penyonderann ulang tidak dopat diberilan terhad ap

p..b

debitur yorz t:lzh dilepas karenz bzlanjs pooeli-
haracnnya tidak dipenuhi, kccuz2lis (1) s2telzh de
lapan hori pelepasannyas (2) pembayaran uang muka
belanja pcmeliharzan untule tige bulun lenanya -
Sedanzkan wvaktu akan dikurcngkon dori wsktu yang
telzh diizinkan, Dasar hukumnyz pasal 219:
(1) Oranz yang berhutanz yanz ponyanderaan
nya dibatolkuen atau dilepaeskan karzsna unng mu-

ka bblh anya untuk pemellharaanny tidak di-
boyoar .1 @apat disanderciion lagi zorons hu-

tunb ltu Juza; Jika belum lszwat sew*‘vqm—
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14,

kurangnya delapan hari sesudah ia dilepaskan.
(2) Jika kelepasannya itu diperintahkan karena
uang muka belanjanya untuk  pemeliharaannya ,
maka penagih hutang itu tidak dapat meminta su
paya orang yans berhutang disanderakan lagi Jji
ko ia tidah nmembayar uang muka belanja pemili-
haraan untuk tiga bulan lamanya.

(3) Di dalanm segalz hal waktu penyanderaan
yangz sudah dijalani itu selalu dikurangkan da=-
ri pecda waktu yang diizinkan untuk penyandera-
an orang dalam beberapa hal yang telah diizin-
kan (l11e Karjadi, 1979: 59).

Si-tersandera yang melarikan diri depat disandera
yanr, kedua kalinya, tanpa mengurangi kewajibannya
untul mengganti segala kerugian dsn biaya yang di
timbulkconnya. Dasar hukum pasal 220:

Orang yonz lari dari penyanderaan, dapat
sz2kalilazi terus disanderskan berdasarkan pe=
rintch yang dzhulu, dengan tidak mengurangkan
kevajibannya akan mengganti segala kerugian

da§ biaya yang ditimbulkannya (Mo.Karjadi, 197%
59).

Penyanderaan tidaklah menghapuskan adanya hutange
Karecna penyanderaan di sini dimaksudkan hanyalah
sebagal alat pemaksa agar si-~ berhutang mau me=
ngeluarkan/menjual barang-barangnya yang mungkin
masih tersimpan. Dasar hukum pasal 221:
Walaupun telah dijelaskan paksaan badan
maka segala barang-barang orang yang berhutang
itu masih tetap menanggung hutangnya yang me =

nygbabkan ia disanderakan (l. Karjadi, 1979:
59).

Panitera pengadilan negeri harus memegang daftar
tentang orang yang disanderskan. Dasar hukum pa-
gol 222:



15,

16,

Panitera pada tiap-tiap pengadilan negeri
harus memegang daftar berasing—-asing "~ tentang
orang yang disanderakan dalam daftar itu dica-
tat;

10, perintah akan menyanderakan yang diberikan
oleh ketua pengadilan negeri, dengan menye
butkan tanggalnya, namnzy pekerjaan dan tem
pat kediaman orang-orang atas atas nama
siapa penyanderaan itu diberikan dan lama~-
nya orang itu dapat disanderakan,

20, tanggalnya orang yang berhutang itu diku-
rung;

50, tonggalnya orang itu dilepaskan dari  pe-
nyanderaan (M. Karjadi, 1979: 60).

Selkurang-kurangnya dalam tempo sekali sebulan daf
tar tontang orang yang disanderakan itu harus di-
funjukkan kepada ketua pengadilan negeri, untuk
mondonat pelepasan (bagi yang sudah lewat waktu-
nyz). Dasar hukum pasal 223:

Ketua pengadilan negeri wajib menyuruh su-
paya daftar itu diperlihatkan padanya sekurang
kurangnya sckali dalam sebulan dan ia mengavas
avasl dengan cermat supaya tiap-tiap orang

yang disanderakan, yang waktunya swiah lewat
dengan segera dilepaskan (Me Karjadi, 1979:60)

Surat asli dari hypotik dan hutang yang telah di-
perkuat dengan kesaksian notaris di Indonesisa
(yang berkepala "atas nama Undang-undang") berke-
kuatan sama dengan putusan hakim. Apabila surat
tersebut tidak ditepati dengan jalan damai, maka
siberhutang dapat disandera dengen ketetapan pu-
tusan hakim. Dasar hukum pasal 224
Surat asli dari pada surat ;ypotik dan su-
rat hutang, yang diperkuat dih: 2pan notaris
di Indonesia, dan yang kepalany . memakai per—
kataan Yatas nama Undang-undan: berkekuatan

sama dengan putusan hekime. Jik: surat yang de-
mikian itu tidak ditepati deng~ Jalan damai,
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moka perihal menjalankannya dilsngsungkan de-
ngan perintah dan pimpinan ketua pengadilan ne
geri yang dalam deerah hukumnya orang yang ber
hutang itu diam atau tinggal atau memilih tem—
pat tinggalnya dengan cara yang dinyatakan pa-
da pasal-pasal di atas dalam bagian ini, akan
tetapi dengan pengertian, bashwa pskszan badan
itu hanya dapat dilakukan, Jjika sudah diizin -
kan dengan keputusan hakim, Jika hal menjalan-
kan keputusan itu harus dijolankan sama sekali
atau sebagian di luar daecrgh hukum pengadilan
negeriy, yang ketuanya memerintshkan menjalan-
kan itu, maka peraturan-peraturan pada pasal
195 kedua dan yang berikutnya dituruti (M. Kar
Jadi, 1979: 60).

C. Perbedaan pendapat dalam memberlakukan Iembaga Sande-

ra di Indonesia

Penyandercan yang telah diatur dalam HIR dan
R.Bg itu, ternynta telah mengundang perdebatan di ka-
langan tecoritisi dan praktisi hukum, mereka yang se-
tuju dengan penyanderaan di satu pihak dan nmercka
yang tidalk setuju dengan penyanderaan di lain pihak;
menmpersoalkan "perlu dan tidaknya" Iembaga ini.

Perbedaan ini terutama timbul sejak adanya Su-
rat Edaran HMahkamah Agung (SEMA) N. 2/1964 tertanggal
22 Januari 1964, sampai sckarang.

Sewaktu Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edar
an tersebut, yang pada pokoknyaz melemahnya penyandera
an dari peredarannya di Indonesia, telah terjadi si-
kap pro dcn kontra (Subekti, 1982: 137). Kendati de-
mikian, nampaknya sikap pro dan kontra waktu itu ti-
dak begitu berarti karena HMahkamah Agung yang  waktu
itu diketuai oleh Dr. R. Wirjonp Prod jodikoro SH te-

tap padd pendiriannya. Di tahun 1974 pernah salah



Sseorang penegak hukum di negeri ini, tepatnya Bismar
Siregar SH waktu itu ketua pengadilan negeri Jakarta
utara ingin menerobos SEMA terscbut dengan putusannya
No 1/1S74/Gij, tertanzgal 27 Mei 1974 (Sudikno lerto-
kusumo, 1982: 213). Hamun tindakan tersebut ternyata
siz-gia, karena Mahkamah Agung membatalkan putusan be
lizu; hingge pada gilirannya Mahkamah Agung waktu itu
diketuai oleh Prof. Oemar Seno Adji SH. mengeluarkan
SElA N. 04/1S75 tertanzgal 1 Desember 1975 yanz pada
pokoknya mempertegas SEMA H. 2/1964 terdahulu (Sudik-
no Hertokusumo, 1982: 213),

Demikizn pula halnyay, akhir-akhir ini banyzak
dijumpai dalam Mass-media di sekitar perdebatan di ka
langan tcoritisi dan praktisi hukum kitsa tentang pe-~
nyanderzaan. Perdebatan kali ini bukan karena berpang-
kol dari tindakan untuk nenicdakan Gijzeling, tetapi
Justru timbulnya karesna ingin mengaktifkan Gijzeling,
Adalah Jjelas, waktu itu Wakil Ketua Hahlkamah Agung RIL
Poerwoto 3. Gandasubrata SH. "menyetujui® GiJjzeling
diterapkan (Surabaya Post, 1984: I), Begitu Juza Jak-
sa Agunz vaktu itu Ismail Saleh SH (Jawa Post, 1984 :
I-XI).

Sebenarnya deviasi pendapat yang dilontarkan
kedua tokoh terscbut merupakan realisasi gagasan—- ga—
gasan sebelunnya, yaitu gegasan yang dicetuskan pada
seminar hukum Tkatan Hakim Indonesia (IKAHI) Cabang
Sumatera Utara di HMedan, akhir Agustus 1983 ( Pelita,
1983: IV); dan loka karya mengenai Undong - undang
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Huﬁum Acara Pbrdata‘yang diselenggarakan oleh jéadan

Pembinaan Hukum Hasional, yang berlangsung di Jakurts,

tanggal 24 April 19gs (ouraPaya Fost, 1984: VI-VID).

Kalau diperhatikan hal-hal yang sudah diuraikén
di atas moka dapat dipahami bahwa perbedasn  pendapat
tersebut justru timbul dan berpangkal deri hasrat i-
ngin "meniadakan atau mengadakan" Iembaga Sandera itu
sendiri. )

Pendapat yang tidak setuju adanya Iembaga San-
dera, antara lain: Dr. R. Wirjono Prodjodikoro SH,
Prof. Oemar Seno AdJji SH; Albert Hasibuzn SH, dan se-
bogainya di satu pihakj berhadapan dengan pendapat
yang setuju cdanya Iembaga Sandera Seperti Prof. Dre

iikno lertokusumo SHy Ismail Saleh SH, Purwoto S o

Gandasubrata SH, Bismar Sireger SH, Azhar Ahmad SH dan

sebagainya di lain pihzk,.

Argumentasi masing-masing pendapat tersebut ;
antara lain:

l. Dr. R. VWirjono Prodjodikoro SH; yang menandatangani
SEMA o 2/1964, mengatakan: "Bahwa peraturan ten—
tang Gijzeling atau Sanaepa tidak boleh diperguna -
kan lagi, oleh karena Gijzeling bertentanszan dengan
prikemanusiaan (Wirjono Prodjodikoro, 1978: 133),

2. Prcf, R. Subekti SH, yang Juga pernah menjabat Ke-
tua Mahkamah Agung mengatakan: " o.c., namun kanmi
sendiri dapat sepenuhnya mendukung pendapat Mahka-
maoh Agung bahwa penyanderaan terhadap seseorang ka-
rena utangnya kepada orang lain, adalzh bertentangem



3

5

dengan Pancasila. Oleh kerana itu hendaknya dalam Un~
dang—-undans Hukun Acara Perdata %Xita nanti Jangan 1a-
gl dimuat peraturan tentang penyanderaan  (Subekti 0
182: 137). '

Prof, Dr. Sulikno Mertokusumo SH, Guru Besar Fakultas
¥~ am Universitas Gajahmada, mongatakan: '"Di dalan
praktek tidak Jarang terjadi bahwa debitur yanz dika-
lahkan atau tahu akan dikalahkan dalam prosecs penga=
dilan, Jauh scbelumnya telah mengalihkan harta keka—
yaannya kepcda saudaranya, nitau orang lain dengen mak
sud untuk renshindarkan harta kekayaan tersebut dari
penyitaan. Dengan demikian moka secara formil si-—debi
tur tempaknys sebagai orang miskin, tetapi secars ﬁat
riil tidaklah dapat dikatekan demikian. Mengingat hal
semacam itu Lembaga Sandera masih perlu kiranya di-
pertahankan demi kepentingan kreditur, dengan cacatan
bohwa penerapannya harus berhati-hati (Sudikno Merto-
kusumo, 1922: 213).

Purvoto S. Garndasubrata SH, yang scekarang menjabat
vekil Ketua Hahkamah Agung, mengatakan: "Setuju dite-
rapkan Lembagz Sandera terhadap mereka yang tidak mem
bayar hutang kepada Negcra, dengan syarat bilamana
hal terscbut telah mempunyai kekuatan hukum. Dan ti-
dak setuju diterapkan pada perkara perdata yang tidak
menyangkut pemerintah sebab mereka yang tidak bisa
membayar hutangnya itu adalah umumnya orang-orang yang
tidak mampu (Surabaya Post, 1984: I),

Ismail Saleh 35H, woktu itu menjabat Jaksa A-ung
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(sekarang Menjabat lenteri Kehakiman) mengatakan: "Se
tuju Iembage Sandern dihidupkan ombali sebagaimana
dikemukakan wakil ketua Hahknmah Agung Purwoto S. Gan
dasubrata ce., pelaksanaannya bukan berdasarkan pada
lemah atau kuatnya pemilik hutang. '"Tapi lebih dite-—
kankan pada debitur yang nakal dalam m2rbayar hutang-

pada llegara (Jawa Post, 1984: I = ¥II),

8

ny
Bismar Siregar SH, melalui seminar IRAHT Cabang Sumut
pernzh mengusulkan "agar gijzeling dihidupkan kemba-
1i", beliou berpendirian bahwa "Surat Edaran lembaga
peradilan tertinggi itu (SZHA N. 2/1964,  maksudnya)
tidak bisn mengesampingkan kekuatan suatu Undangz- un=—
dange. Apzbila loransan Mohkamah Agung itu telah menim
bulkan akibat buruk, yaitu mmnculnya siberhutang na-
kal yang sengaja tidak membayar hutangnya walaupun

mampu melunasinya (Tempo, 1984: 21),

Demikian beberapa pendapat tentang perdebatan
para teoritisi dan praktisi hukum mengenai memberlaku
kan gijzeling di Indonesia,

Sebenarnya apabila kita ingin mens1iti pend o~
pat-pendapat tersebut lebih jauh lagi, tentu akan ber
olel. kesan bzhva perdebatzn tersebut timbul hanya ka-
rena para teoritis dan praktisi hukum berbeda dalam

pangkal pijak yang dijadikan samndarane Dimana pihak

vyang tidak setuju berpangkal dari "konteks HIR" yang

berbunyi "jika tidak ada atau tidak cukup barang coy"
sedaong pihtk yang setuju berpangkal dari kenyztaan
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"bahwa dalam praktek hukum sering dijumpai deﬁitur
yang nakaly dengan pengakuan yang sema mengaku  tidak
mampu nemnbayor hutang'.

Olch korena itulsh seandainye mosing-  masing
pendapat di aztas ditopang dengan satu pangkal pijek
yang samn, apckah ia kontek penyanderaan yangs dikehen
dalki HIR ataukah pcnyonderaan yangs dikehendaki kenya-

aan prcktek hukum; barang kali perbsdaan pendapat
tersebut ckan mengkristal poda kesepakatan mercka un—
tuk mengubur Icmbaga Scndera seperti yeng dikehendaki
HIR dan nembentuk ILembaga Sandera daslam wajzh baru a-
tau setidck-tideknya tetap menerima Iembaga Sandera
yang aikohendaki HIR dengan mengadakan pelunskan—- pe-
lunaokan di sana-gsini gebagei adabtasi terhadap kaula

hukum kita; atau mungkin pula zkan meniadakon Iembaga

3@

Sandera untulk segelz hal den keadaan serta membunuh -

nya untuk selama-lamanya.



